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	1. FUNGSI PENGAWASAN DALAM  RANGKA
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASAYARAKAT
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
SERENTAH TAHUN 2024
Oleh :
BACO DJABUMIR, S.Sos
Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru
(KORDIV HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT)
CAFÉ TIRTA, 12 NOVEMBER 2022
 


	2. Dasar Hukum
➢ UUD  1945, PASAL 18 AYAT (4), PASAL 22E AYAT (5);
➢ UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM;
➢ UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2017 SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG;
➢ PERATURAN BAWASLU DAN PERATURAN KPU.
 


	3. PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN  PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD
Kabupaten/Kota) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Dilaksankan Serentak Tahun 2024
PEMILU
PEMILIHAN SERENTAK
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil
Walikota, Bupati dan Wakil Bupati
 


	4. TUJUAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
➢  Memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat
➢ Memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan
berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya.
➢ Mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrument penentuan
kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik.
➢ Mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi
terbesar rakyat.
 


	5. BENTUK PENGAWASANPARTISIPATIF
❖Ikut memantau  pelaksanaan Pemilu;
❖Ikut mencegah terjadinya pelanggaran;
❖Menyampaikan laporan pelanggaran Pemilu;
❖Menyampaikan informasi dugaan pelanggaran Pemilu;
❖Mendukung ketaatan peserta & penyelenggara Pemilu terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 


	6. MITRA STRATEGIS
MITRA STRATEGIS  PENGAWAS PEMILU
Perguruan
Tinggi
LSM
Pemantau
Pemilihan
Ormas
Tokoh
Masyarakat
Tokoh
Agama
 


	7. 1. Menjadi Pemantau  Pemilu
2. Menjadi Relawan Pengawas Pemilu (Pengawasan partisipatif)
3. Memberikan informasi kepada Pengawas Pemilu melalui:
❑ Website : www.bawaslu.malukuprov.go.id
❑ Mendatangi Kantor Pengawas Pemilu terdekat dengan
wilayahnya.
Partisipasi Masyarakat, Caranya ???
 


	8. ❑ Data Pemilih
❑  Verifikasi Syarat Pencalonan Anggota DPD,DPR,DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota.
❑ Verifikasi Syarat Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Walikota Dan Wakil Walikota, Bupati Dan Wakil Bupati.
❑Kampanye
❑Masa Tenang
❑Pemungutan Dan Penghitungan Suara
❑Rekapitulasi Suara
 


	9. Tugas dan Wewenang  Bawaslu kab Kepulauan Aru
➢ Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/kota
➢ Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/kota
➢ Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/kota
➢ Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan
kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
➢ Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/kota
➢ Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal
retensi arsip
➢ Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/kota
➢ mengevduasi pengawasen Pemilu di wilayah Kabupaten/kota
➢ melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Tugas Bawaslu Kab Kepulauan Aru Menurut UU No. 07 Tahun 2017 Pasal 97
 


	10. WewenangBawasluKabupatenMenurutUU No. 07  Tahun 2017Pasal99
➢ Menerima Dan Menindaklanjuti Laporan Yang Berkaitan Dengan Dugaan Pelanggaran
➢ Memeriksa Dan Mengkaji Pelanggaran Pemilu Di Wilayah Kabupaten/Kota Serta Merekomendasikan
Hasil Pemeriksaan Dan Pengkajiannya
➢ Menerima, Memeriksa, Memediasi Atau Mengadjudikasi, Dan Memutus Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu Di Wilayah Kabupaten/Kota
➢ Mengambil Alih Sementara Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Panwaslu Kecamatan Serta
Mendapatkan Pertimbangan Bawaslu Provinsi Apabila Panwaslu Kecamatan Berhalangan Sementara
Akibat Dikenai Sanksi Atau Akibat Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perahrran Perundangundangan
➢ Meminta Bahan Keterangan Yang Dibuhrhkan Kepada Pihak Yang Berkaitan Dalam Rangka Pencegatran
Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu Di Wilayah Kabupaten/Kota
➢ Mengoreksi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Setelah Mendapatkan Pertimbangan Bawaslu Provinsi
Apabila Terdapat Hal Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
➢ Melaksanakan Wewenang Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 


	11. PENCEGAHAN
PENINDAKAN
SOSIALISASIkepada para pemangku  kepentingan tentang peraturan
Pemilu dan sanksi nya
PARTISIPASI: mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi
proses penyelenggaraan Pemilu ;
PERINGATANDINI : Menyampaikan peringatan dini kepada partai politik,
penyelenggara Pemilu , bakal pasangan calon dan atau pasangan calon,
Tim kampanye pasangan calon, masyarakat pemilih, pemilih dan
pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran
PENEGAKANHUKUM:
• Mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku kepentingan tentang
aturan dan sanksi terhadap pelanggaran, apabila terdapat kecenderungan
atau indikasi awal pelanggaran
• Mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka apabila KPU dan
jajarannya tidak menindaklanjuti teguran, peringatan, dan rekomendasi
Panwaslu
PUBLIKASI:
• Melakukan sosialisasilangkah-langkah penindakan yang akan dilakukan
oleh pengawas Pemilu
• Mempublikasikan melalui media massa tentang kecenderungan atau
indikasi pelanggaran
 


	12. Ketaatan
Penyelenggar
a Pemilu,
Peserta
Pemilu, Tim
Kampanye,
Pemerintah,
Masyarakat,
Pemilih  dan
semua pihak
terhadap
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
mengenai
Pemilu
Kebenaran dan ketepatan proses pelaksanaan pada setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilu .
Keterbukaan atau transparansi proses pada setiap tahapan
Pemilu ;
Ketepatan waktu proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu
Kada sesuai jadwal yang telah ditentukan;
Ketepatan waktu penyerahan data atau dokumen yang
dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap
tahapan Pemilu Kada;
Kelengkapan data atau dokumen yang dipersyaratkan atau
yang wajib diserahkan pada masing-masing tahapan; dan
Kebenaran dan keabsahan data atau dokumen yang
dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada masing-
masing tahapan.
 


	13. BATAS WAKTU PENANGANAN
PELANGGARAN
BAGI  PENGAWAS PEMILU
➢ Pengawas Pemilihan mengkaji temuan/laporan dan
memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak, paling lama 3
hari setelah laporan diterima.
➢ Jika Pengawas Pemilihan memerlukan keterangan tambahan
dari pelapor, keputusan dilakukan paling lama 5 hari setelah
laporan diterima.
➢ Pengawas Pemilihan dapat mengundang pihak pelapor dan
terlapor maupun pihak terkait lainnya untuk meminta
keterangan dalam klarifikasi atas laporan yang diterima.
 




Descargar ahora

Acerca deAtención al clienteCondicionesPrivacidadCopyrightPreferencias de cookiesNo vender ni compartir mis datos personalesEverand
EnglishIdioma actualEnglish
Español
Portugues
Français
Deutsche




© 2024 SlideShare de Scribd 





